BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa perparkiran
terhadap kerugian konsumen di wilayah Padang Barat dan Padang
Utara Kota Padang pada dasarnya telah diselenggarakan berdasarkan
kerangka hukum yang jelas, baik yang bersumber dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
maupun Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Secara kelembagaan,
pengelolaan parkir berada di bawah kewenangan UPT Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Padang melalui sistem kerja sama dengan
pengelola dan juru parkir di lapangan. Namun, hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban tersebut
masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan
perlindungan konsumen secara utuh. Hal ini terlihat dari belum
meratanya pemasangan rambu, marka parkir, dan media informasi
tarif, serta belum konsistennya pemberian karcis parkir kepada
konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan parkir di
lapangan.

2. Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban jasa

perparkiran terhadap konsumen. Kendala tersebut berasal dari
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berbagai aspek, antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian
pengelola parkir terhadap regulasi perparkiran, Kketerbatasan
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di lapangan,
keterbatasan ruang parkir di beberapa lokasi strategis, serta adanya
keterlambatan dan ketidaklengkapan pembayaran retribusi parkir
kepada UPT Perparkiran. Kendala-kendala ini tidak hanya
berdampak pada ketidaktertiban administrasi dan operasional parkir,
tetapi juga berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam
memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hukum perdata,
kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pemenuhan
kewajiban pelaku usaha jasa parkir terhadap konsumen sebagaimana
prinsip tanggung jawab dalam hubungan hukum jasa.

3.Upaya yang dilakukan UPT Dinas Perhubungan Kota Padang untuk
mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan jasa perparkiran. Upaya tersebut antara lain
melalui sosialisasi peraturan perparkiran kepada pengelola dan juru
parkir, serta pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman,
keterampilan, dan etika pelayanan juru parkir. Upaya ini
menunjukkan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam membina
dan mengawasi penyelenggaraan parkir sebagai bentuk perlindungan
konsumen. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan
penguatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, intensitas

pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan perlindungan
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konsumen dalam penyelenggaraan jasa perparkiran dapat tercapai
secara maksimal.
B. Saran

Berdasarkan Simpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang,
disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan jasa perparkiran di lapangan secara lebih
terstruktur dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya dilakukan
secara insidental, tetapi perlu dijadwalkan secara rutin dan
menyeluruh pada seluruh lokasi parkir yang berada dalam wilayah
kewenangannya. Selain itu, UPT Perparkiran perlu memastikan
bahwa setiap lokasi parkir telah dilengkapi dengan fasilitas
pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 8 Tahun 2019, seperti rambu parkir, marka parkir,
serta media informasi tarif dan waktu parkir. Penegakan sanksi
administratif terhadap pengelola dan juru parkir yang tidak
memenuhi kewajiban hukum juga perlu diterapkan secara tegas dan
konsisten, agar tercipta efek jera serta meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang optimal,
diharapkan penyelenggaraan parkir dapat berjalan lebih tertib dan
memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

2. Kepada pengelola dan juru parkir, disarankan agar meningkatkan

profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai
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penyelenggara jasa perparkiran. Pengelola dan juru parkir
diharapkan dapat memahami bahwa kegiatan perparkiran tidak
hanya berkaitan dengan penarikan retribusi, tetapi juga mengandung
tanggung jawab hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa.
Oleh karena itu, pemberian karcis parkir secara konsisten,
penyampaian informasi tarif parkir secara jelas dan transparan, serta
pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu merupakan
hal yang harus dilaksanakan secara disiplin. Selain itu, juru parkir
perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan bersikap ramabh,
komunikatif, serta proaktif dalam mengingatkan konsumen
mengenai keamanan kendaraan dan barang berharga. Dengan
meningkatnya kesadaran hukum dan etika pelayanan, diharapkan
hubungan hukum antara penyelenggara parkir dan konsumen dapat
berjalan secara adil dan seimbang.

3.Kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya,
disarankan untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan
sistem perparkiran secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap
kebijakan perparkiran yang telah diterapkan, khususnya terkait
efektivitas perlindungan konsumen dan penataan ruang parkir di
lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Selain itu,
perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
perparkiran melalui pelatihan lanjutan, pendidikan hukum, serta

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sinergi antara
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regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan pelaksanaan yang
konsisten di lapangan diharapkan dapat menciptakan sistem
perparkiran yang tertib, transparan, dan berkeadilan, sehingga
mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi

konsumen jasa parkir di Kota Padang.
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